Menimbang

Mengingat

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

tad

NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahunn 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin
Gangguan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor
38);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintahn Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
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Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor
04);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 1IZIN
GANGGUAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah DPRD Kabupaten Situbondo.

Instansi Pemungut adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Situbondo.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
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Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-
menerus.

Izin Gangguan disebut izin adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang
dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke
kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga/denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Situbondo.



Pasal 2

Setiap Orang Pribadi atau Badan yang akan melaksanakan suatu kegiatan
usaha wajib memiliki izin gangguan.

BAB I
KRITERIA GANGGUAN
Pasal 3

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
a. lingkungan;
b. sosial kemasyarakatan; dan
c. ekonomi.

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut,
udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral
dan/atau ketertiban umum.

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ meliputi ancaman terhadap:

a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau

b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang
berada di sekitar lokasi usaha.

BAB Il
KEWENANGAN
Pasal 4

Menunjuk Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu sebagai instansi yang
berwenang melaksanakan pemberian izin gangguan dan memungut
retribusinya.

Pasal 5

(1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib mencantumkan biaya
penyelenggaraan izin secara jelas, pasti dan terbuka yang dicantumkan
dalam Lampiran Keputusan tentang pemberian izin.

(2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama
5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan
dengan lengkap dan benar.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dipenuhi oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, permohonan lzin
dianggap disetujui.



BAB IV
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemohon Izin
Pasal 6

Pemohon izin mempunyai hak :

a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan
tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditentukan;

b.  mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-
lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;

c.  memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat,
dan ramabh;

e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan
sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan

g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai
mekanisme yang berlaku.

Pasal 7

Pemohon izin wajib:

a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas
kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;

memenuhi seluruh persyaratan perizinan;

menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
membantu kelancaran proses pengurusan izin;

melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
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Pasal 8

Tata Cara pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Masa Berlaku dan Perubahan Izin
Pasal 8

(1) 1zin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

(2) Izin Gangguan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftar
ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 9
(1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin

dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan
gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:



)

perubahan sarana usaha;

penambahan kapasitas usaha;

perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi
usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan
permohonan perubahan izin.
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BAB V
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan atas penerbitan izin gangguan
di Kabupaten Situbondo.

1)

()

1)
)

Pasal 11

Objek Retribusi lIzin Gangguan adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan Kketertiban, keselamatan, atau
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenubhi
norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Tidak termasuk Objek Retribusi meliputi :

a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan
Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;

b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang
telah memiliki izin gangguan; dan

c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan
atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari
bangunan atau persil.

Pasal 12

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi izin gangguan.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 13

Retribusi 1zin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
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BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Retribusi 1zin Gangguan diukur berdasarkan
atas jenis usaha, luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks
gangguan.

Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
luas bangunan yang dihitung sebagai luas setiap lantai.

Indeks lokasi/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Daerah ini, dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan pengalian tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif
retribusi.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin gangguan

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari
pemberian izin gangguan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan tercantum dalam Lampiran
Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 17

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 18

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya sama



dengan masa berlakunya lIzin Gangguan.

Pasal 19

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.

1)
()

©)
(4)

1)
)
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(4)
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)
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BAB XIlI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 20

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lain
yang dipersamakan.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan surat teguran.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 21

Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.

Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lain yang
dipersamakan.

Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran
Retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh
hasil peneriman Retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling
lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 22

Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib
Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat
teguran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat
teguran, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya,
dilakukan penagihan dengan STRD.

STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang pokok
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retribusi dan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per
bulan dari retribusi terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PEMANFAATAN
Pasal 23

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Gangguan diperuntukkan untuk
mendanai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pemberian izin

gangguan.
BAB XV
KEBERATAN
Pasal 24
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

)
©)

(4)

()

1)

)

©)

1)

()

pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen sah lain yang
dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua
belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
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bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan
Retribusi.

Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan melihat fungsi objek retribusi.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan
retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 28

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29
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Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran ; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 30

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PERAN MASYARAKAT
Pasal 31

Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan,
masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian
izin; dan

b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap
lingkungan dan masyarakat.

Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan
dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.

Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan
dikeluarkan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika
berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang
ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
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(6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan termasuk meliputi
pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan
kerja.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. koordinasi secara berkala;
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
d

. perencanaan, penelitian, pegembangan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 33

(1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan
pelaksanaan izin.

(2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional
dilakukan oleh Inspektorat.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu, melalui Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati.

BAB XXIlI
PEMBERIAN SANKSI

Pasal 34
(1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9
dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa sanksi administrasi
berupa teguran/peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin.

(3) Apabila wajib retribusi tidak mematuhi teguran/peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-
masing 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran maka dikenakan
sanksi berupa pencabutan dan/atau pembatalan izin gangguan.

BAB XXIlII
INSENTIF PEMUNGUTAN
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Pasal 35

Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan
pemungutan Retribusi lzin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 atas dasar pencapaian Kkinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
PENYIDIKAN
Pasal 36

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meningggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

J.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
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Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah
pelanggaran.

Pasal 38

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan
penerimaan negara.
BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten

Situbondo Nomor 43 Tahun 2001 tentang Retribusi 1zin Gangguan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo.

Pada tanggal 07 April 2011

BUPATI SITUBONDO,
ttd
H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 07 April 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd
Drs. HADI WIJONO, S.T, M.M

Pembina Utama Muda
Nip. 19541010 197603 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 7



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, yang terjadi melalui proses penyerahan
sejumlah kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah, memerlukan banyak faktor
pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan
otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai/melaksanakan kewenangan
yang dimilikinya.

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber
penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan pada daerah otonom. Dan salah
satu komponen pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi
daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah melalui pemungutan retribusi. Keinginan daerah untuk mengoptimalkan
potensi yang dimilikinya guna peningkatan PAD telah diakomodir dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009. Akan tetapi guna mencegah pemungutan retribusi yang berlebihan,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Retribusi
tersebut adalah prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pemungutan Retribusi 1zin Gangguan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 43 Tahun 2001 dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan
dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 sampai dengan

Pasal41 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011
NOMOR 7



LAMPIRAN | Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal : 07 April 2011

Nomor : 7 Tahun 2011.
INDEKS LOKASI/INDEKS GANGGUAN
INDEKS LOKASI/INDEKS GANGGUAN
NO JENIS USAHA PERUMAHAN/
INDUSTRI | PERDAGANGAN | PARIWISATA PENDIDIKAN | PERKANTORAN | PERTANIAN
PEMUKIMAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | INDUSTRI
a. Industri Berat 3 5 5 - - - 5
b. Industri Ringan 2 5 5 5 - - 4
c. Industri Rumah Tangga / 2 4 2 3 4 5 3
Home indutri
d. Usaha Lain yang Sejenis 2 3 4 3 - - 2
2. | PERDAGANGAN
a. Toko Bahan Bangunan 3 3 4 4 5 5 3
b. Toko Bahan Kimia 2 4 5 5 3 5 3
c. Toko Pakan Ternak 2 3 3 5 5 5 3
d. Toko Onderdil Kendaraan 2 3 3 4 4 4 3
bermotor
e. Toko Tekstil dan Sandang 2 3 3 3 2 2 3
f. Toko Elektronik 3 3 3 3 3 3 -
g. Toko Buku dan Alat 2 3 3 3 2 2 4
Tulis
h. Toko Kelontong 2 2 2 2 4 4 3
i. Toko Serba Ada 3 2 2 3 4 5 3
j. Toko Swalayan 5 4 3 5 5 5 4
k. Toko Obat/Apotek 2 4 3 2 2 2 3
I. Usaha Lain  yang 2 2 2 2 2 2 3
sejenis




2 3 4 5 6 9

PARIWISATA

a. Kolam Renang 2 5 2 2 2

b. Tempat  Pertunjukan 5 4 2 5 2
dan Tempat Permainan

c. Diskotik 3 5 5 - )

d. Karaoke 4 4 2 4 3

e. Hotel/Losmen/Motel 3 4 2 5 3

f. Restoran/Rumah 3 3 2 3 3
Makan

g. Billyard 4 4 2 5 4

h. Toko Persewaan Kaset 3 2 2 4 3
dan Video

I. Usaha  Lain  yang 3 2 2 3 3
sejenis

JASA

a. Dokter, BKIA, Rumah 2 4 3 2 3
Sakit

b. Perbankan 2 2 2 2 3

c. Gudang 2 4 5 5 5

d. Bengkel Kendaraan 2 4 3 4 3
Bermotor

e. Garasi MPU, Mobil 2 - 5 - 5
Pengangkutan Barang

f. Wartel, Biro Perjalanan 2 2 2 2 3

g. Penggilingan Padi 2 - 3 3 3

h. Penggilingan Tebu 2 3 4 3 3

i. Penggergajian Batu 2 - 3 5 4

j. Penggergajian Kayu 2 - 4 5 3




k. Usaha  Lain  yang
sejenis

2

PERTANIAN

a. Ternak Ayam

b. Sapi Perah

c. Ternak Babi

d. Usaha Lain yang Sejenis
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BUPATI SITUBONDO,
ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H




LAMPIRAN Il Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Tanggal : 07 April 2011

Nomor : 7 Tahun 2011.
BESARAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
TARIF
RETRIBUSI
2
NO. JENIS USAHA LUAS (M?) Per M2
(Rp.)

1 2 3 4
1. | Industri Berat <500 m? 2.250,00
500 m? s/d 1000 m? 2.000,00
1001 m® s/d 2000 m? 1.750,00
>2000 m? 1.500,00
2. | Industri Ringan <500 m? 1.200,00
500 m* s/d 1000 m? 1.000,00
1001 m? s/d 2000 m? 800,00
>2000 m? 600,00
3. | Industri Rumah Tangga <500 m? 650,00
(Home Industry) 500 m? s/d 1000 m? 500,00
1001 m? s/d 2000 m? 350,00
>2000 m? 200,00
4. | Bahan Bangunan, Bahan Kimia, <500 m? 1.200,00
Makanan Ternak, dan Usaha Lain 500 m? s/d 1000 m? 1000,00
yang sejenis 1001 m® s/d 2000 m? 800,00
>2000 m? 600,00
5. | Onderdil Kendaraan Bermotor, <500 m? 850,00
Elektronik, Tekstil, dan Sandang, 500 m? s/d 1000 m? 700,00
Apotik dan Toko Obat serta Usaha 1001 m? s/d 2000 m? 550,00
Lain yang sejenis >2000 m? 400,00
6. | Buku dan Alat Tulis, Kelontong, <500 m? 550,00
Toko Serba Ada, Swalayan, dan 500 m? s/d 1000 m? 450,00
Usaha Lain yang sejenis 1001 m? s/d 2000 m? 350,00
>2000 m? 250,00
7. | Diskotik, Karaoke, Billyard, dan <500 m? 1.200,00
Usaha Lain yang sejenis 500 m? s/d 1000 m? 1.000,00
1001 m? s/d 2000 m? 800,00
>2000 m? 600,00
8. | Hotel, Kolam Renang, Tempat <500 m? 1.200,00
Pertunjukan dan Permainan, dan 500 m? s/d 1000 m? 1.000,00
Usaha Lain yang sejenis 1001 m? s/d 2000 m? 800,00
>2000 m? 600,00
9. | Rumah Makan, Toko dan <500 m? 550,00
Persewaan Kaset dan Video, dan 500 m? s/d 1000 m? 450,00
Usaha Lain yang sejenis 1001 m? s/d 2000 m? 350,00
>2000 m? 250,00




1 2 3

10. | BKIA, Rumah Sakit, Perbankan, <500 m? 850,00
Praktek Dokter, dan Usaha Lain 500 m? s/d 1000 m? 700,00

yang sejenis 1001 m? s/d 2000 m? 550,00
>2000 m* 400,00

11. | Gedung, Bengkel Kendaraan <500 m? 850,00
Bermotor Garasi MPU, dan Usaha 500 m? s/d 1000 m? 700,00

Lain yang sejenis 1001 m?® s/d 2000 m? 550,00
>2000 m® 400,00

12. | Wartel TUT, Biro Perjalanan, dan <500 m? 650,00
Usaha Lain yang sejenis 500 m? s/d 1000 m? 500,00

1001 m* s/d 2000 m* 350,00

>2000 m* 200,00

13. | Penggergajian Kayu, Pengolahan <500 m? 650,00
Kayu Penggilingan Padi, 500 m? s/d 1000 m? 500,00
Penggilingan Tebu dan Usaha Lain 1001 m? s/d 2000 m? 350,00

yang sejenis >2000 m? 200,00

14. | Ternak Sapi, Ternak Ayam, Sapi <500 m? 300,00
Perah, dan Usaha Lain yang 500 m? s/d 1000 m? 250,00
sejenis 1001 m? s/d 2000 m? 200,00
>2000 m? 150,00

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H




